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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH INDRAGIRI HILIR 

Nomor : Kpts. 21.2/ BPD-SKRT/ 2023 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN TEKNIS INOVASI PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAERAH  
MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ONLINE (SIPON) TERINTEGRASI  

PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
 

 
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH INDRAGIRI HILIR, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu 

dilakukan upaya dan strategi inovasi yang efektif, efisien, tepat guna dan 
akuntabel melalui pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah 
berbasis elektronifikasi dan digitalisasi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di 
atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir tentang Pedoman Teknis Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak 
Daerah Melalui Sistem Pembayaran Online (SIPON) Terintegrasi Pada Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 

 
Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 2574); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 52681); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5960); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun  2017 tentang Inovasi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 
1); 

12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Penggunaan 
Sistem On Line dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 4); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  :  
 
KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui 

Sistem Pembayaran Online (SIPON) Terintegrasi  Pada Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hilir. 

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana diktum KESATU merupakan bagian yang tak 
terpisahkan pada Lampiran Keputusan ini. 

KETIGA : Pengelola Inovasi sebagaimana diktum KESATU berada pada Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Indragii Hilir. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir. 

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di Tembilahan 
pada tanggal 24 Juli 2023 
 

   
 



7/24/2023 

 

  

Petunjuk Teknis 
SIPON TERINTEGRASI 
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Pentunjuk Teknis PPAT 
Pembuatan SSPD dan Pengecekan PBB ObjekPajak 

Untuk mendapatkan akun PPAT, Anda dapat menghubungi Admin PIDADA Inhil dengan 

membawa persyaratan berupa KTP, SK PPAT, dan memiliki alamat email dan nomor HP yang 

aktif. 

Pembuatan SSPD 

Untuk membuat SSPD baru ikuti Langkah – Langkah di bawahini.. 

1. .Buka browser pada laptop atauhandphone Anda dan ketikkan alamat pidada inhil, yaitu: 

https://e-pad.inhilkab.go.id. Kemudian login dengan menggunakan akun PPAT yang 

telah dimiliki. 

 

GAMBAR 1. Halaman Login Aplikasi 

2. Kemudian akan ditampilkan halaman utama seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. Halaman Dashboard 

GAMBAR 3. Halaman Dashboard 
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3. Pada bagian menu utama, klik menu SSPD, kemudian klik menu Registrasi SSPD. 

Kemudian akan ditampilkan daftar dari SSPD yang telah Anda buat. 

 

  GAMBAR 4. Menu Utama 

 

4. Klik tombol Tambah yang berada di pojok kanan atas layar. Kemudian akan ditampilkan 

form isian SSPD seperti gambar di bawah. 

 

GAMBAR 5. Daftar SSPD 
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5. Isikan informasi subjek pajak pada kolom sebelah kiri. 

 

GAMBAR 6. Form isian SSPD 

6. emudian pada tab Objek Pajak, isikan NOP dan tahun SPPT pada input NOP kemudian 

klik tombol Cari. Maka secara otomatis sistem akan menampilkan informasi Objek pajak 

seperti gambar di bawah ini. 

 

GAMBAR 7. Form Isian SSPD 
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7. Kemudian klik tab Perhitungan. Pilih Dasar perhitungan dan Jenis perolehan. 

 

GAMBAR 8. Form Perhitungan (di kanan layar) 

 

8. Pada Harga Transaksi (HT) isikan nilai transaksi jual beli atau nilai dari objek pajak. Maka 

secara otomatis sistem akan menghitungkan nilai dari pajak BPHTB nya. 

9. Setelah selesai pada tab Perhitunan selanjutnya klik tab Dokumen. Kemudian upload 

dokumen yang diperlukan. 

 

GAMBAR 9. Form upload Dokumen 
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10. Cek kembali data yang telah diinputkan. Jika sudah benar klik tombol simpan untuk 

memproses SSPD. Setelah proses penyimpanan berhasil, maka Anda akan 

mendapatkan kode NTPD ataukode pembayaran. 

11. Setelah mendapatkan kode NTPD Anda dapat melakukan pembayaran di Bank atau 

channel ePayment yang telah bekerjasama dengan Bapenda Kab. Indragiri Hilir. 

 

Mencetak SSPD 

Untuk mencetak SSPD yang telah di buat ikuti Langkah – Langkah berikut: . 

1. Pada menu utama klik menu SSPD kemudian klik menu Registrasi SSPD.  

2. Kemudian klik SSPD yang akan dicetak pada daftar SSPD. Warna baris pada tabel akan 

berubah ketika di klik. 

 

GAMBAR 10. Pilih SSPD 
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3. Setelah memilih SSPD, klik tombol cetak SSPD yang berada di panel atas seperti 

ditunjukkan gambar di bawah ini dan kemudian tunggu hasil SSPD. 

 

GAMBAR 11. Tombolcetak SSPD 

4. Setelah di tampilkan format SSPD, pilih perintah cetak (sesuai dengan browser yang 

digunakan). 

 

GAMBAR 12. Tampilan Format SSPD siap di cetak 

 

.  
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Pengecekan SPPT ObjekPajak 

Pada aplikasi PIDADA Inhil, sebagai PPAT Anda diberikan fasilitas untuk dapat mengecek 

Riwayat  pembayaran Pajak PBB-P2 dari Objek Pajak. Untuk mengecek riwayat dari pembayaran 

pajak PBB-P2 ikuti Langkah-langkahberikut.  

1. Pada menu utama klik menu Objek Pajak lalu klik menu Histori. 

 

GAMBAR 13. Menu Objek Pajak 

2. Pada input NOP, masukkan NOP dari Objek Pajak, dan klik tombol Cek! 

 

GAMBAR 14. Halaman Histori Objek Pajak 
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3. Jika NOP ditemukan maka akan ditampilkan daftar dari riwayat pembayaran PBB-P2 

Objek pajak beserta informasi nama Subjek Pajaknya seperti gambar di bawah ini. 

 

GAMBAR 15. Hasil Histori Objek Pajak 
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Mengecek Status Pembayaran Pajak PBB-

P2 melalui website Bapenda Inhil 

Selain menggunakan akun PPAT, Anda juga dapat mengecek status pembayaran pajak PBB-P2 

melalui website resmi Bapenda Inhil yang dapat di akses melalui https://bapenda.inhilkab.go.id. 

Berikut Langkah-langkah untuk mengecek status pembayaran pajak PBB-P2. 

1. Buka browser, dan ketikkan alamat https://bapenda.inhilkab.go.id. 

2. Kemudian klik menu Layanan Informasi dan klik menu Info Pajak. 

 

GAMBAR 16. Halaman Website Bapenda Inhil 
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3. Kemudian masukkan NOP pada input NOP yang tersedia, kemudian klik tombol Cek 

dan tunggu beberapa saat. 

 

GAMBAR 17. Halaman cek Info Pajak 

 

4. Kemudian akan ditampilkan histori pembayaran pajak PBB-P2 seperti gambar di bawah 

ini. 

 

GAMBAR 18. Hasil cek Info Pajak 
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Pembayaran Pajak PBB-P2 dengan 

menggunakan channel e-Commerce 

Pembayaran pajak daerah dimudahkan dengan adanya sistem PIDADA Inhil, hal ini dikarenakan 

sistem PIDADA Inhil sudahmenggunakan metode host to host dengan pihak perbankan, kantor 

POS dan juga penyedia yang menyediakan channel pembayaran secara online. Berikut salah satu 

cara pembayaran Pajak PBB-P2 menggunakan channel e-commerce (Tokopedia). 

1. Buka aplikasi Tokopedia yang ada di smartphone Anda. 

2. Kemudian klik tombol Top-Up & Tagihan. 

 

 

GAMBAR 19. Halaman Aplikasi Tokopedia 
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3. Geser layar kebawah sampai menemukan Layanan Pemerintah. Kemudian klik Pajak 

PBB. 

 

GAMBAR 20. Menu Pajak PBB 
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4. Pilih Propinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian isi Nomor Objek Pajak. 

Kemudian klik tombol Cek Tagihan 

 

GAMBAR 21. Form Input InqueryPajak 

5. Ketika Tagihan sudah muncul, klik Bayar untuk membayar tagihan. 

 

       Tembilahan,      Juli 2023 
 

 


